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TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI

AP AYLYLS
S48 X N
A\ )
/9 qu/

KODE
JENIS URUSAN
01| 6 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
02 [18 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
03| 8 URUSAN PILIHAN
04| 2 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
05| 7 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
06 | 1 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
07 | 3 UNSUR KEWILAYAHAN
08| 1 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
6

09 UNSUR KEKHUSUSAN
9 URUSAN/UNSUR
26 BIDANG
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KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI

S
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

o1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
o1 o1 PENDIDIKAN
o1 02 4 KESEHATAN
o1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
o1 o4 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
o1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
o1 06 SOSIAL
02 URUSAN WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
02 o1 TENAGA KERJA
02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02 03 PANGAN
02 o4 PERTANAHAN
02 oS LINGKUNGAN HIDUP
02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02 o7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02 09 PERHUBUNGAN
02 10 KOMUNIKAS|I DAN INFORMATIKA
02 11 KOPERASI DAN UKM
02 12 PENANAMAN MODAL
02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
02 14 STATISTIK
02 15 PERSANDIAN
02 16 KEBUDAYAAN
02 17 PERPUSTAKAAN
02 18 KEARSIPAN
03 URUSAN PILIHAN
03 o1 KELAUTAN DAN PERIKANAN
03 02 PARIWISATA
03 03 PERTANIAN
03 o4 KEHUTANAN
03 05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
03 06 PERDAGANGAN
03 o7 PERINDUSTRIAN
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NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

o3 [Fos TRANSMIGRASI

04 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Fo4 [ o1 SEKRETARIAT DAERAH

04 [ 02 SEKRETARIAT DPRD

05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

os [T o1 PERENCANAAN

os [F o2 KEUANGAN

os [ o3 KEPEGAWAIAN

os [ oa PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Fos Fos PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

o5 [06 PENGHUBUNG

os [ o7 PENGELOLAAN PERBATASAN

06 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

o6 [ o1 INSPEKTORAT DAERAH
Eo7 UNSUR KEWILAYAHAN

o7 [To1 KECAMATAN ADMINISTRAS| ***%*)
Fo7 02 KOTA ADMINISTRAS| *****)

o7 [ o3 KABUPATEN ADMINISTRAS| ****%)

o8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

og [ o1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

09 UNSUR KEKHUSUSAN

oo [Fo1 DINAS SYARIAT ISLAM ACEH *****%)
Eog [ o2 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (IMPU) ** %)

oo ["o3 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH *****¥)
[ oo I"oa SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH ******)

oo [T os SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH ******)

oo I o6 PANIRADYA KAISTIMEWAN ****)

9 URUSAN/UNSUR
26 BIDANG
a PROGRAM KESEHATAN
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KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

KEUANGAN DAERAH PROVINSI
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KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 [ 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 02|01 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 102]02]| 4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 [02[03]| 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 [102[04]| 2 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1 02|05]| 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1 4 Satu-Program Generik, 4 Kegiatan-GENERIK

4 11 4 Program Kesehatan, 11 Kegiatan-KESEHATAN
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TENTANG

KLASIFIKASI KODEFIKASI, DAN NOMENKIATIUR PERENCANAAN PEMBANGIUNAN DAN KEUJANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 02 [01 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 02 | 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
1.01) 21 Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.02| 29 [Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.03| 3 [Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.04| 3 [Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
r 1 02 l’03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.01| 2 [Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
1.02| 2 Provinsi
r 1 02 l"04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.01| 2 ([Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.02| 2 (Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
r 1 02 F05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
1.01) 1 Provinsi
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif
102} 1 Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1.03| 1 |Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
1 4 Satu-Program Generik, 4 Kegiatan-GENERIK
4 11 4 Program Kesehatan, 11 Kegiatan-KESEHATAN
67 |Sub-Kegiatan Kesehatan
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TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKILATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA

1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1 02 01 a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 02 02 a PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.01] 20 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

1.02| 37 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.03| 3 [Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1.04| 4 [Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
1 02 03 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.01| 1 [Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02 3

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di
1.03 2 .

Wilayah Kabupaten/Kota
1.0a| 2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten /Kota
1.05| 2 |[Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya

1.01| 3 [Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan

1.02 2 Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

1.03 1 Penerbitan Sertifika.t Produksi Pangan Industri Ru@ah Tangga dan Nomo‘r P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.0a 1 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah

Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1.05| 1 [Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga

1 02 05 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah

1.06 2

101 1 Kabupaten/ Kota
1.02] 1 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1.03| 1 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota
1 aq Satu-Program Generik, 4 Kegiatan-GENERIK
a 18 4 Program Kesehatan, 18 Kegiatan-KESEHATAN

87 |Sub-Kegiatan Kesehatan
7 20 selisih 7 Kegiatan, 20 Sub-Kegiatan
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NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA

1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1 02 [01 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 02 [ 02 4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

01

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

02

Pembangunan Puskesmas

03

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

04

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

05

Pengembangan Rumah Sakit

06

Pengembangan Puskesmas

07

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

08

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

09

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

10

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

11

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

12

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

13

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

15

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

16

Pengadaan Obat, Vaksin

17

Pengadaan Bahan Habis Pakai

18

Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

19

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

20

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan




KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA
1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 02 o1 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 02 02 q PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

01 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

02 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

03 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

04 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

05 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar

06 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

07 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

08 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

09 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

10 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

11 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

12 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

13 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
15 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

16 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

17 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

18 |Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

19 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
20 |Pengelolaan Surveilans Kesehatan

21 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

22 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

23 |Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

24 |Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

25 |Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

26 |Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

27 |Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

28 |Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
29 |Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat

30 |Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

31 |Pengelolaan Penelitian Kesehatan

32 |Operasional Pelayanan Rumah Sakit

33 |Operasional Pelayanan Puskesmas

34 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

35 |Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

36 |Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
37 |Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah




KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 |02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 |02 LOl 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 [02[02( 4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
01 |Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
02 [Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
03 |Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
01 |Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas Cdan D
02 |Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
03 |Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
04 |Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 o203 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
!"01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
01 |Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
02 |Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
03 |Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.03 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
[01 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
02 |Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
[01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
02 (Sertifikasi Tenaga Kesehatan
1.05 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

o1
02

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
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KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA

1 L URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
|

02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

02 04 6 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha

o1 Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,

02 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

03 |Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1

1.02 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1

o1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan

02 Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman

1.03 tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT

o1 Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan

1.04 Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan

o1 Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

01 |Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

o1
Pengawasan

02 |Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

02 05 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

01 |Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

01 |Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

01 |Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 aq Satu-Program Generik, 4 Kegiatan-GENERIK

q 18 4 Program Kesehatan, 18 Kegiatan-KESEHATAN

87 |Sub-Kegiatan Kesehatan
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PROGRAM KEGIATAN -
MENJADI

PROGRAM KEGIATAN SUB-KEGIATAN

menterjemahkan Kewenangan
Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota

menterjemahkan
aktivitas /layanan

menterjemahkan
Sub Urusan
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Dalam penyusunan neraca, laporan
realisasi anggaran, dan laporan

operasional tahun anggaran 2021
(Pasal-5)
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RESPON DAN KONSEKUENSINYA

RESPON DAERAH YANG MUNGKIN DILAKUKAN

1.

MENERIMA, MEMANFAATKAN, SESUAI YANG DIATUR, SESUAI
PEMAHAMAN ATAU KEINGINAN

2. MENERIMA, MEMANFAATKAN, MENGUSULKAN TAMBAHAN
3. MENERIMA, MEMANFAATKAN, MENGUSULKAN PERUBAHAN

NOMENKLATUR

MELAKUKAN  KESEPAKATAN PENGELOMPOKAN  RINCIAN-RINCIAN
KEGIATAN YANG RIIL DIBUTUHKAN MENURUT DAERAH, KE DALAM SUB-
KEGIATAN YANG DINILAI COCOK

KLASIFIKASI, KODIFIKASI, NOMENKLATUR, BISA JADI SEMUA OK, TETAPI
TAMBAHAN  NOMENKLATUR  SUB-KEGIATAN  BANYAK  USULAN

TAMBAHAN
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KONSEKUENSI
1. Tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada yang bisa dikatakan sebagai kesalahan;

2. Kesalahan yang mungkin terjadi YANG DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI KESALAHAN,
bukan pada kesalahan memilih Sub-kegiatan; tetapi memilih Jenis/ Bentuk Belanja.

Contoh :

Pengadaan Peralatan Kesehatan, mengira bahwa semua pengadaan peralatan harus dialokasikan ke
dalam JB-Modal; padahal jika peralatan tersebut akan dihibahkan, kepada fasyankes swasta maka

dialokasikan ke dalam JB-Hibah;

Honor nara sumber pelatihan, mengira bahwa honor sama dengan gaji, maka dialokasikan ke dalam
JB-Gaji/Upah; padahal JB-Gaji/Upah, itu untuk Jasa yang melekat kepada Status/ Jabatan seseorang,
siapa saja memiliki status itu diberikan jasa, misalnya Gaji ASN; sedangkan Honor Nara Sumber, itu
jasa yang melekat kepada kegiatan, siapa saja yang melaksanakan kegiatan itu mendapatkan jasa itu,
harus dilaokasikan pada JB-Barang & Jasa

3. Konsekuensi yang terjadi adalah tidak tercapaian Tujuan Penetapan Klasisfikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur
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TUJUAN:

Menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan,
pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah
daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi
dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan
daerah dan keuangan daerah;
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C.

membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan
keuangan daerah;

menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah;
dan

melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah.
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Tidak bisa dilakukan, antara lain

1. Analisa membandingkan:

2.

a) Antar Nomenklatur (antar Program, antar Kegiatan, antar Sub-Kegiatan),

b) Antar Daerah, kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota, provinsi dengan provinsi =
Gubernur, harus menganalisa dan menyetujui APBD Kab/Kota, harus memiliki pendekatan yang
cepat dan sederhana; begitu juga Mendagri, harus menganalisa dan menyetujui APBD Provinsi.

c) Antar Tahun Anggaran, Nomenklatur mana yang harus ditingkatkan pembiayaannya pada tahun
depan?
Analisa kontribusi pencapaian tujuan pembangunan; untuk mencapai penurunan

angka Stunting sebuah Kabupaten, Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan mana yang
harus diberikan perhatian pembiayaan lebih

Pemberian Informasi yang terbuka kepada masyarakat, karena Isi sebuah
Nomenklatur pada daerah tertentu beda dengan daerah lain, dan pada tahun ini
beda dengan tahun lalu
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TEMUAN
Pembangunan Vs Pengembangan Vs Rehabilitasi

Pengadaan Sarana Vs Prasarana & Pendukung
Pengadaan Obat dan Vaksin ( utk semua pelayanan?)
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (utk semua pelayanan?)

Pemeliharaan Sarana Vs Prasarana & Pendukung
Pemeliharaan Rutin & Berkala Alat Kes & Alat Penunjang Medis

Pengelolaan Pelayanan Vs Pelaksanaan Pelayanan Vs
Penyelenggaraan Vs Penyediaan

8. Pengelolaan ... ODGJ Vs ODMK(J) Vs Jiwa & Nafsa

N O U e
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TEMUAN
9. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat (utk semua yan-gizi?)

10.Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (utk semua
pelayanan promosi?)

11.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (?)

12.0Operasional Pelayanan (persisnya apa? Transport-ATK-BMHP?)

13.Pelatihan Vs Penyelenggaraan Pelatihan Vs Pendidikan &
Pelatihan Unsur Penunjang Pemerintahan (Bidang 05.04)

14.Perencanaan Vs Perencanaan Unsur Penunjang Pemerintahan
(Bidang 05.01)
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15.Pengelolaan Penelitian Kesehatan Vs Penelitian &
Pengembangan Unsur Penunjang Pemerintahan (Bidang 05.01)

16.Pengelolaan Sistem Informasi SDM Vs Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan
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USULAN PANDUAN
1. Batasan setiap Sub-Kegiatan
2. DAFTAR Rincian Kegiatan yang DAPAT MENJADI ANGGOTA dari suatu Sub-Kegiatan
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Hubungan Kegiatan dengan Sub Kegiatan.

1. Pelaksanaan PEMBANGUNAN di lapangan, sesungguhnya, itu
hanya TEREPRESENTASIKAN DALAM Sub-Kegiatan. Karena
Sub-Kegiatan adalah Rangkaian terkecil Pembangunan Daerah
(dalam dokumen Perencanaan Daerah)

2. Meskipun, untuk dikatakan telah melaksanakan Suatu Sub-
Kegiatan, itu diperlukan satu atau beberapa Rincian-Kegiatan.
Suatu Sub-Kegiatan, dikatakan telah dilaksanakan, jika Rincian
& Rincian2 Kegiatan telah dilaksanakan (Rincian ini tidak
dicantumkan dalam Dokumen Perencanaan; tetapi pasti
dicantumkan dalam POA/Rencana Aksi/sejenisnya/RKAOPD) .
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Hubungan Kegiatan dengan Sub Kegiatan.

3. Jika Satu Kegiatan, memiliki beberapa Sub-Kegiatan, maka
Sub-Kegiatan Sub-Kegiatan itu adalah Rincian dari Kegiatan
tersebut. Telah dikatakan dilaksanakan Satu Kegiatan, jika Sub-
Kegiatan Sub-Kegiatan itu telah dilaksanakan.

4. lJika Satu Kegiatan, memiliki hanya satu Sub-Kegiatan, maka
Sub-Kegiatan itu juga Kegiatan itu

5. Logikanya, jika Satu Program, memiliki hanya Satu Kegiatan,
maka Kegiatan itu juga Program itu

6. Bahkan, jika Satu Bidang Urusan, memiliki hanya Satu
Program, maka Program itu juga Bidang Urusan itu
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Hubungan Kegiatan dengan Sub Kegiatan.

7. Jadi, jika ada Satu Kegiatan, memiliki juga hanya satu Sub-
Kegiatan, tidak bisa nomenklatur keduanya sebagai sebuah
Urutan proses.

Misal :
Kegiatan: Penerbitan ljin,

Memiliki hanya satu Sub Kegiatan yaitu: persiapan penerbitan perijinan,
pengawasan pelaksanaan perijinan = HARUSNYA TIDAK BISA

Alternatif Pertama : Sub-Kegiatannya: Penerbitan ljin ( = Kegiatan)
Alternatif Kedua : Sub-Kegiatannya ada dua, yaitu minimal:

Sub-Kegiatan 1 : Persiapan penerbitan perijinan;
Sub-Kegiatan 2 : Pengawasan pelaksanaan perijinan
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4 PENDAPATAN DAERAH
Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas
pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
q 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
q 1 I"'—01 Pajak Daerah
Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan
pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air
permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air
tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4 1 o1 o1l Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor berupa PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang-jeep,
PKB-mobil penumpang- minibus, PKB-mobil bus-microbus, PKB- mobil bus-bus, PKB-mobil
barang/beban- pick up, PKB-mobil barang/beban-light truck, PKB-mobil barang/beban-
truck, PKB-mobil barang/beban-blind van, PKB-sepeda motor- sepeda motor roda dua, PKB-
sepeda motor- sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air,
PKB- kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
a4 1 o1 o1 o1 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
49 1 o1 o1 o1 001 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau
penguasaan mobil penumpang-sedan- pribadi.
a4 1 o1 o1 o1 002 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau
penguasaan mobil penumpang-sedan-umum.
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1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1 02 [01 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 02 02 q PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.01 L Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

01 |Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Seluruh pengeluaran untuk pembangunan Rumah sakit baru dialokasikan disini, sampai Rumah Sakit tersebut memiliki ijin dapat
beroperasi; baik fisik, peralatan, prasarana (termasuk kendaraan bermotor) yg terkait dengan operasionalnya Rumah Sakit

02 |Pembangunan Puskesmas

03 |Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

04 |Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

05 |Pengembangan Rumah Sakit

meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit; meliputi baik fisik, peralatan, prasarana (termasuk kendaraan bermotor) yg terkait dengan
operasionalnya Rumah Sakit

06 |Pengembangan Puskesmas

07 |Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

08 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Seluruh pengeluaran untuk Rehabilitasi Rumah sakit yang telah memiliki ijin dapat beroperasi; Rehabilitasi yang dimaksud untuk
meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit; meliputi baik fisik, peralatan, prasarana (termasuk kendaraan bermotor) yg terkait dengan
operasionalnya Rumah Sakit

09 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

10 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

11 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

12 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

k Seluruh pengeluaran untuk pengembangan Rumah sakit yang telah memiliki ijin dapat beroperasi; pengembangan yang dimaksud untuk

13 |Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan prasarana dan pendukung semua Fasyankes yang telah memiliki ijin dapat beroperasi; kecuali
bagi Fasyankes yang telah disebutkan secara khusus Sub-Kegiatan tsb

14 |Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan alat kesehatan dialokasikan disini, kecuali penyediaannya sudah jelas bahwa secara khusus untuk
jenis pelayanan yang tertera dalam Sub-Kegiatan ybs
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NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA

1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 [ 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1 [ 02 t01 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 /02[02| 4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

|:15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
16 |Pengadaan Obat, Vaksin

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan obat dan vaksin dialokasikan disini, kecuali penyediaannya sudah jelas bahwa secara khusus
untuk jenis pelayanan yang tertera dalam Sub-Kegiatan ybs

17 |Pengadaan Bahan Habis Pakai

Seluruh pengeluaran untuk bahan medis habis pakai dialokasikan disini, kecuali penyediaannya sudah jelas bahwa secara khusus untuk
jenis pelayanan yang tertera dalam Sub-Kegiatan ybs

|:18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

19 |Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

20 |Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

01 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Seluruh pengeluaran untuk melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, jika terdapat sub-kegiatan yang menyamainya, maka untuk pelayanan ibu
hamil dialokasikan di sini; meliputi : jasa/ honor, bmhp, atk/ cetakan, transportasi, alat kesehatan, makmin; jika alat sejenis dapat dipergunakan untuk
pelayanan yg lain, dicantumkan di sini (jenis pelayanan yang lebih awal nomor urutnya)

02 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

03 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

04 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

05 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar




KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOT_A\\“:.

AS 1\'/:,3

%
PAL 6 /% <] B
S ILTS o 1]
Q. \0 (‘> S =) ®
N\ Q Q.o % N
Q ‘(/ . &7
TR inoO™
KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA
1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 [ 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 [ 02 [01 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 [02(02]| 4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

09

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

14

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

18

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

20

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

21

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

23

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

24

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

25

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

26

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
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URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

02

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

02

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

R|IR|R|RL

02

02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

27

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

28

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

29

Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat

30

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

31

Pengelolaan Penelitian Kesehatan

32

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

33

Operasional Pelayanan Puskesmas

34

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

35

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

36

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

37

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

1.03

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

01

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

02

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

03

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

1.04

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D

02

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

03

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

04

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
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URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
02 03| 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
F

01 |Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Pengeluaran dalam rangka pemberian izin praktek tenaga kesehatan sejak pendaftaran, pengkajian kelenghkapan dan kesesuaian
persyaratan, penerbitan izin, sampai dengan pengendalian & pengawasan serta tindaklanjut setelah izin Praktek Nakes diterbitkan

1.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

01 |Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

02 |Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

03 |Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.03 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

[01 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
02 [Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

1.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

[01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
02 |Sertifikasi Tenaga Kesehatan

1.05 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya

01 [Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
02 [Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
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KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA
URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
02 04| 6 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
F Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
01 Mikro Obat Tradisional (UMOT)
F Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan lzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
02 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
'03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
1.02 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
F Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
01 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
F Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan
02 Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
1.03 tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
F Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
01 Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengeluaran dalam rangka penerbitan Sertifikast Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produksi MakMin tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah Tangga, sejak pendaftaran, pengkajian kelengkapan dan
kesesuaian persyaratan, penerbitan sertifikat izin, sampai dengan pengendalian & pengawasan serta tindaklanjut setelah izin diterbitkan
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KODE NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA

1 URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

04 6 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1.04

01

Pengeluaran dalam rangka penerbitan Sertifikast Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga,
Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM), sejak pendaftaran, pengkajian kelengkapan dan kesesuaian persyaratan,
penerbitan sertifikat, sampai dengan pengendalian & pengawasan serta tindaklanjut setelah sertifikat diterbitkan

1.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

01 |Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Pengeluaran dalam rangka penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan, sejak pendaftaran,
pengkajian kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, penerbitan stiker, sampai dengan pengendalian & pengawasan serta tindaklanjut
setelah Stiker diterbitkan

1.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

01
Pengawasan

02 |Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
05 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

02

01 |Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

01 |Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

01 |Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Satu-Program Generik, 4 Kegiatan-GENERIK

4q 18 4 Program Kesehatan, 18 Kegiatan-KESEHATAN

87 |Sub-Kegiatan Kesehatan

7 20 selisih 7 Kegiatan, 20 Sub-Kegiatan

=
B
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 R %
TENTANG S £ 2
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH ) — 3
* Kegiatan : g™
* URUSAN: ° :
Y . v'Kode-1 : Kegiatan Pertama utk
Kode-1, Urusan V\./?Jlb Program Ybs
¥’ Kode-2, Urusan Pilihan v'Kode-2 : Kegiatan Berikutnya
* Bidang URUSAN : utk Program Ybs
v'Kode-1, Pendidikan
v'Kode-2, Kesehatan * Sub-Kegiatan :
v'Kode-3, Pertanian v'Kode-1 : Sub-Kegiatan-1 utk
v'Dst Kegiatan Ybs
v'Kode-2 : Sub-Kegiatan
* Program : . )
5 Berikutnya utk Kegiatan ybs

v'Kode-1, Program Generik, ada pada setiap OPD

v'Kode-2, Program Pertama Urusan itu (mengacu
Sub-Urusan-1)

v'Kode-3, Program Berikutnya
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URUSAN KESEHATAN :

* Program terdiri dari 5 Program, vyaitu :
1 Program adalah Program Generik untuk semua OPD;

1)
2) 4 Program Urusan kesehatan mengikuti 4 Sub-Urusan dari
Urusan Kesehatan UU 23/2014

 Setiap Program memiliki :
Kegiatan; (Permendagri 13, hanya mengatur sampai di sini)

 Setiap Kegiatan memiliki :
Sub-Kegiatan (tidak ada pada Permendagri 13)
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1. penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah yarg disusun secara sistematis
sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dan keuangan daerah (pasal-1)

2. Tahapan (pasal-2):

Perencanaan pembangunan daerah;

perencanaan anggaran daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
pertanggungjawaban keuangan daerah;
pengawasan keuangan daerah; dan

analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

@m0 Q0 oW
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Teridi atas (Pasal-3):

Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan;
Fungsi;

Organisasi;

Sumber Pendanaan;

Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan

A A

rekening.
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Teridi atas (Pasal-3):

1. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan;

disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan per-undang- undangan.

2. Fungsi;

perwujudan tugas pen:erintahan di bidang tertertu yang selaras dengan belanja
negara sesuai dergan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Organisasi;

susunan perangkat daerah sesuai dengan k:etentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Sumber Pendanaan;

Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan
ketentuan pera:uran perundang-undangan.
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Teridi atas (Pasal-3):

5. Wilayah Administrasi Pemerintahan;

kode dan data V,iilayah Administrasi Pemerintahan sesuai cengan keter.tuan
peraturan perundang-undangan.

6. rekening.

kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi
aset, kewajiban, e<uitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi anggaran,
belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.

acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (pasal-4)
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TUJUAN:

Menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan,
pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah
daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi
dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan
daerah dan keuangan daerah;
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C.

membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan
keuangan daerah;

menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah;
dan

melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah.
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TENTANG

Pengecualian :
* tanda “dst” atau dengan kode “XX”.
v'Kode “dst” timbul akibat adanya perjanjian/kesepakatan dengan
Pemerintah Daerah atau terkait pengelolaan badan layanan umum
daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bantuan operasional

sekolah.
v'Kode “XX” menjabarkan program penunjang urusan Pemerintah

Daerah.
Selain itu kode “XX” digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja
perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai

dengan peraturan daerah.
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Program

disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada UU No 23 Tahun
2014 ttg PemDa Lamp-l ttg matriks pembagian urusan pemerintahan
konkuren antara pem-pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota

Kegiatan

mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi
kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.

Sub Kegiatan

bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang undangan
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Fungsi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pelayanan umum dengan kode 1;

Ketertiban dan keamanan dengan kode 2;
Ekonomi dengan kode 3;

Perlindungan lingkungan hidup dengan kode 4;
Perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 5;
Kesehatan dengan kode 6;

Pariwisata dengan kode 7;

Pendidikan dengan kode 8; dan

Perlindungan sosial dengan kode 9.
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Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan

v'urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
v'urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,
v'urusan pilihan,

v'unsur pendukung,

v’unsur penunjang,

v'unsur pengawas,

v'unsur kewilayahan,

v'unsur pemerintahan umum, dan

v'unsur kekhususan.

Kode mulai dari angka x.01 sd jumlah sub Fungsi pada setiap Fungsi.
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Organisasi, Klasifikasi Organisasi :

a) Urusan Pemerintahan, meliputi:
1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
3) Urusan pemerintahan pilihan.

b) Unsur pendukung;

c) Unsur penunjang;

d) Unsur pengawas;

e) Unsur kewilayahan;

f) Unsur pemerintahan umum; dan

g) Unsur kekhususan.
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Kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua)
digit kode :

1) Digit pertama dengan angka 1, menunjukkan kode urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

2) Digit pertama dengan angka 2, menunjukkan kode urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

3) Digit pertama dengan angka 3, menunjukkan kode urusan
pemerintahan pilihan; dan

4) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 32 menurut
urutan urusan pemerintahan daerah
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Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:
a) Pendidikan dengan kode 1-1;

b) Kesehatan dengan kode 1-2;

c) Pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1-3;

d) Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan kode 1-4;

e) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dengan kode 1-5; dan

f) Sosial dengan kode 1-6.
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Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dg pelayanan dasar:
a) Tenaga kerja dengan kode 2-7;

b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2-8;

c) Pangan dengan kode 2-9;

d) Pertanahan dengan kode 2-10;

e) Lingkungan hidup dengan kode 2-11;

f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2-12;

g) Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2-13;

h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2-14;

i) Perhubungan dengan kode 2-15;

‘;«
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j)  Komunikasi dan informatika dengan kode 2- 16;

k) Koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2-17;
) Penanaman modal dengan kode 2-18;

m) Kepemudaan dan olahraga dengan kode 2- 19;

n) Statistik dengan kode 2-20;

o) Persandian dengan kode 2-21;

p) Kebudayaan dengan kode 2-22;

q) Perpustakaan dengan kode 2-23; dan

r) Kearsipan 2-24.
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Kode urusan pemerintahan pilihan:

a) Kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;

b) Pariwisata dengan kode 3-26;

c) Pertanian dengan kode 3-27;

d) Kehutanan dengan kode 3-28;

e) Energi dan sumber daya mineral dengan kode 3-29;
f) Perdagangan dengan kode 3-30;

g) Perindustrian dengan kode 3-21; dan

h) Transmigrasi dengan kode 3-32
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Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Unsur pendukung merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh
* sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan

e unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kodefikasi disusun dengan 2 (dua) digit kode:

1) Digit pertama dengan angka 4, menunjukkan kode unsur pendukung
urusan pemerintahan; dan

2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 2 yakni 1 untuk
sekretariat daerah dan 2 untuk sekretariat dewan.

S
/‘o\\\
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Kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan:

1) Sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan
2) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dengan kode 4-2.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 o
TENTANG S AN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH ? 4.

®Ub 1o

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang urusan pemerintahan
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi disusun dengan 2 (dua) digit kode :

1) Digit pertama dengan angka 5, menunjukkan kode unsur penunjang
urusan pemerintahan;

2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan
urutan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
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Penyajian Kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Perencanaan dengan kode 5-1;

Keuangan dengan kode 5-2;

Kepegawaian dengan kode 5-3

Pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;
Penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;
Penghubung dengan kode 5-6; dan

Pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-7.
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TEMUAN

J.  KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING - LAPORAN
OPERASIONAL

Pada setiap Kode Akun, dijelaskan ini untuk apa. Karena kesalahan di sini ada
maknanya, dan dapat ditentukan sebagai satu keselahan
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Program:

d.

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x| xx]|01;
dan

Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang
urusannya dengan kode x| xx|02.

Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan:

d.

Kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai dari
angka x| xx|xx]1.01, x|xx|xx]|1.02 dan seterusnya sampai dengan
jumlah kegiatan di setiap program;

Kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program dikodefikasi dimulai
dari angka x| xx|xx|2.01, x| xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan
di setiap program;
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Kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat

C.
menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan
kabupaten/kota; dan

d. Sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka

X | xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.



